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OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2004 SERTA PENERAPANYA
{ Studi Kasus Di kantor Camat Padang Barat)

(Nama : Nessia, Nomaor Buku Pokok : 06140077, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 58+V1I halaman, Tahun 2011}

ABSTRAK

Perkembangan Di era Otonomi Daerah membawa perubahan vang
mendasar terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Rumusan kebijakan
Otonomi Daersh vang dianue dalam Undang — Undang Nomaor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dwerab, secara’ eksplisit memberikan otonomi seluas-
luasnyva kepada pemerintahan dacrah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempal menurut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi masyarakat.
Muewujudkan masvarakat adil dan makmur sebagaimana vang dimaksud dalam
pembukasn Undang-Undang Dasar 1945, menjadi suatu (ujuan uwtama yang hars
dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat mavpun dacrah. Camat sehagai salah
satu unsur pelaksana penyelenggara  pemerintzhan  diwilavah administratif
Lecamatun sehagai perangkat dacrah KebupatenKola, vang menerima pelimpahan
sebagian wewenang Bupati/Walikota memiliki fungsi yang sangat penting dalam
membanty tugas-tugas Bupati/Walikota dalam  penyelenggaraan pemerintahan
diwilayah Kecamatan, Dalam kajian peneliian dan penulisan sknpsit i ada
beberapa pokek permasalaban yang dikemukakan diantaranya:l. Bagaimana
pengaturan dan pelaksanaan fungsi camal sebagai koordinator penvelenpgaraan
pemerintaban kecamatan dikota Padang, 2) Apa saja Permasalahan vang dihadap
oleh camat dalam melaksanakan peranannya dan bagaimana upaya mengatasinya.
Dalam bal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelition
sosiologislempiris, yaitu penelitian vanp digunakan untuk mendapatkan data
primer yang diperoleh langsung dari masvarakat dan dianalisis secara kualitatil
dengan mengumpulkan data — data tersebut guna diambil kesimpulan tanpa
menggunakan angka — angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan babwa
fungsi camat dalam pembinsan masyvarakat dibidang sosial, politik, bukum dan
budaya, yaite dengan melakukan penyvuluhan — penyuluban baitk mengenai
pendidikan, keschatan  kepada masyarakat, menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum, serta melakukan pembinasn dan pengawasan kegiatan politik
serta mengenai tertib berdemokrasi kepada masyarakat diwilayah kecamatan,
Adapun salah satu permasalaban yang dihadapi camat dalam melaksanakan
fungsinya, dalam hal koordinasi kurangnya koordinasi dari pemerintahan, vaitu
sering terjadinyva keterlambatan  informasi mengenal hal — hal yang terjac
dimasyarakat sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara peranghkat
kecamatan depgan kelurahan, Upaya yang dilakukan Camat menanggulangs
permasalahan tersebul yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan secarn
berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan diwilayabnyva.




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Megara Republik Tndonesia, yang merupakan MNegara kepulauan dan
banyak memiliki pantai dan kawasan laut, merupakan “Nepgam Kesatpan”
disamping ketentuan mengenal “Pronsip Negara Kesatuan™ Negara Republik
Indonesia juga menetapkan pengaturan prinsip desentralisasi atau  olonomi
dacrah.' Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut
asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewepang pemerintzh pusat kepada dacrah
dalam penyelenggaraan pemerintah denpan memberikan kesempatan  dan
kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pelaksanaan
Diesentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan
dalam dua nilar dasar vaitu nilai unitans dan nilai desentralizasi territorial. Milai
dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Megara Kesatuan Republik Indonesia
tidak akan mempunyal kesaluan pemernintah lain didalamnya yang bersifat negara.
Artinva, kedaulatan yang melekat pada rakyal, bangsa, dan Negara Republik

Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai

- Ariet Muljadi, Londosan dan prinsip Hukum oronomi doersfi dalom Negara Republik Indonaiia,
Prestasi Pustaka, fakarta, 2003, Hlm.5.



dasar desentralisasi territorial diwujudkan dalam peryelenggaraan pemerintohan
di daerah dalam bentuk otonomi.”
Pengertian Pemerintah Daerah itu sendin terdapat dalam Pasal | Angka
(3} Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, vakni:
“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati ataw Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” Sedangkan pengertian
Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Momor 32
Tahun 2004 wvaitu: “Pemenntahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRID menwrut asas otonomi dan tugas
. pembantuan dengan prinsip otonomi seleas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Mepara Republik Indonesia Tahun 19437
Undang-undang Womor 32 Tahun 2004 adalah salah satu landasan yuridis
bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini
disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggarsan pemernntaban daerah sesuai
| dengan amanat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Avat (1)
| dan (2) yvang berbunyi:
1. Wegara Kesatuan Eepublik Indonesia dibag atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

* Hard Sabarmo, Usiaian pemikiran otormomy doerak “Memandu olonomi Daerab Menjaga Kesaluan
Bangsa", Sinar Cralike, Jakada, 2007, him 3,




BAT IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis membus beberapa kesimpulan

diantaranva:
|, Fungsi camat scbhagal koordinator penyvelenggarsan pemerintahan diwilavah
kecamatan dalam pembinaan masyarakat di bidang sosial, Camat memberikan
penyuluban sccara berkala baik  dibidang  pendidikan, kesehatsn, sera
dibidang sosial lainnya, Dalam bidang pelitik, camar melakukan pembinaan
miengenat tertib berdemokrasi dalam kegiswan perpolitikan diwilavahnya.
Dalam  bidang  hukum, Camat melakukan pembinaon dun pengawasan
terhadap masyarakal agar masyarakat menjalankan kehidupan bermasvarakat
berdasarkan  norma-norma hukum serta  peraturan-peraluran perundang-
undangsm  lainnya, Dalam bidang budava, Camal melskukan  pembinzan
masvarakal dengan mengaktifkan kegiatan seni budaya dan adat istiadal serta
terus mengeali nilai-nila kebudayvaan dan adae istiadar vang ada dimasyarakat,
2. Permasalaban yang dibadapi camal dalam pelaksanaan fungsinva, Dalam hal
Koordinasi, kurangnya koordinasi dari pemerintaban vang dapat dilihat sering
terjadinyva keterlambatan informasi atan pemberitahuan mengenai hal-hal vang

terjadi dimasyarakat upaya penycelesaian permasalaban tersebul camal terus




menerus secara berkala melakukan pembinsan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan diwilayahnya.

H. Saran

s

Bad

Dilihat dari banyvaknya tugas dan fungst serta Kewenapgan yvang dimiliks oieh
pemerintahan kecamatan, dalam penyelenggaraanyva harus lebib dizwasi dan
dikonirel oieh Camat padang barat, termasuk masyarakat guna mencegah

penvalzhzunaan kewenangan oleh pemerintah kecamatan

. Dibuka suatu forum pertemuan terbuka guna mendengar keluhan-keiuhan dan

aspirasi dari perangkat-perangkat kecamatan, kelurahsn puna mengetahoi
kekurangan-kekurangan wvang terjadi  agar dapat dibuat  sustu solusi

penvelesaiannya.

. Dalam hal keordinasi hendaknya pemerintahan kecamatan dan keluraban agar

[ehib aktif lagi, schingea penyelengparasan pemerintahan diwilayah kecamatan
berjalan dengan baik dan efektif schingga dapat memberikan pelavanan vang

haik kepada masyarakat.
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